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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui PTUN dianggap “telah ideal” ditandai dengan telah dilakukan perubahan sebanyak dua terhadap UU PTUN, termasuk dengan dimasukan sanksi berupa upaya paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif bagi badan/pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan hakim. Namun kenyataannya di lapangan, banyak putusan hakim PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak bersifat eksekutorial. Tidak dijalnkannya putusan hakim PTUN tersebut karena  alasan yang mendasar, yaitu putusan hakim PTUN hanya bersifat sukarela, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan Badan/Pejabat TUN dalam proses eksekusi putusan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan putusan hakim PTUN yang eksekutorial agar dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN diantaranya: a) Optimalisasi penggunaan instrumen Hukum Administrasi, baik itu penggunaan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif, maupun peranan pejabat atasan (Presiden) atau lembaga perwakilan rakyat dalam mewujudkan putusan PTUN yang eksekutorial. b) Penggunaan instrumen hukum pidana sebagai hasil transplantasi hukum merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila penggunaan instrumen hukum administrasi tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN. Hal tersebut dilakukan agar terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara TUN di Indonesia serta untuk menghindari ketidakpercayaan masyararakat (distrust) kepada PTUN.

Kata Kunci: Putusan, Eksekutorial, Kepatuhan.
ABSTRACT

Administrative Court is considered "ideal" marked by two amendments to the Administrative Court Law, including the inclusion of sanctions in the form of coercive measures (dwangsom) and/or administrative sanctions for state administrative bodies/officials who do not want to carry out the judge's decision. However, in reality on the ground, many PTUN judges' decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) are not executorial in nature. The PTUN judge's decision was not carried out for a fundamental reason, namely the PTUN judge's decision was only voluntary, resulting in non-compliance by the TUN Agency/Official in the process of executing the decision. Efforts that can be taken to realize the decisions of executorial PTUN judges so that they are obeyed by TUN Bodies/Officials include: a) Optimizing the use of Administrative Law instruments, both the use of coercive measures in the form of forced payment of money (dwangsom) and/or administrative sanctions, as well as the role of superior officials (President) or people's representative institutions in realizing executorial PTUN decisions. b) The use of criminal law instruments as a result of legal transplants is a last resort (ultimum remedium) if the use of administrative law instruments is not carried out by TUN Bodies/Officials in implementing PTUN decisions. This is done in order to realize justice and legal certainty in handling TUN cases in Indonesia and to avoid public distrust of PTUN.
Keywords: Judgment, Execution, Compliance.
A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, kadang-kadang bertindak melebihi wewenang yang ada padanya, bahkan tidak jarang menyalahgunakan kekuasaan tersebut (abuse of power). Di dalam kaitannya dengan tindakan administrasi pemerintah, masyarakat telah diberi ruang untuk mengajukan upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak warga negara atas tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN. Adanya ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government), dengan adanya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) sebagai batu uji untuk menguji keabsahan suatu tindakan pemerintah di samping peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 47 UU Peradilan TUN, bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara (Sengketa TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN. Dari definisi sengketa TUN di atas, maka yang menjadi objek sengketa TUN yang diadili oleh PTUN adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN. Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 UU Peradilan TUN, antara lain: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 

Selain Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat juga objek yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan TUN yang bersifat fiktif negatif (tidak berbentuk Keputusan TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Peradilan TUN.
Dalam hal pemeriksaan sengketa TUN sudah selesai dan putusan hakim berupa pengabulan gugatan [Pasal 97 ayat (7) huruf b UU Peradilan TUN], maka kewajiban yang harus dilaksanakan badan/pejabat TUN, meliputi:

a) Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan [Pasal 97 ayat (8) huruf a]; 
b) Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru [Pasal 97 ayat (9) huruf b]; 
c) Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 [Pasal 97 ayat (9) huruf b]; 
d) Membayar ganti rugi [Pasal 97 ayat (9), (10) jo Pasal 120]; dan 
e) Melakukan rehabilitasi [Pasal 97 ayat (11) jo Pasal 121].

Berdasarkan Pasal 115 UU Peradilan TUN, bahwa hanya putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) yang dapat dilaksanakan. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan PTUN diatur dalam Pasal 116 s.d. Pasal 119 UU Peradilan TUN. Lebih lanjut Pasal 116 UU Peradilan TUN, menyebutkan prosedur eksekusi di Peradilan TUN sebagai berikut: 

a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempatatasperintahketuapengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. 

b. Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 

c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 

d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. 

e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Adapun ketentuan mengenai sanksi administratif yang akan diterima oleh badan/pejabat TUN secara spesifik diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) khususnya Pasal 82 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:
a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 

b. Kepala Daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah; 

c. Menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan 

d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga. 

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur; dan
c. Gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Walaupun secara normatif penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Peradilan TUN dianggap “telah ideal” ditandai dengan telah dilakukan perubahan sebanyak dua terhadap UU Peradilan TUN, termasuk dengan dimasukan sanksi berupa upaya paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif bagi badan/pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan hakim. Namun kenyataannya di lapangan, banyak putusan hakim Peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak bersifat eksekutorial. Putusan hakim Peradilan TUN yang eksekutorial adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta dipatuhi oleh badan/pejabat TUN yang bersangkutan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dan pengaruhnya terhadap kepatuhan badan/pejabat TUN yang akan dituangkan ke dalam penelitian Disertasi dengan judul: “Upaya Mewujudkan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yang Eksekutorial Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah inkracht tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara?
2. Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang eksekutorial agar dipatuhi oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara?
C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Oleh karena itu akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dan pengaruhnya terhadap kepatuhan badan/pejabat TUN guna mendapatkan gambaran permasalahan tersebut melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan karena dapat diketahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga dengan informasi yang akurat dapat digunakan metode serta dikumpulkan data yang diperlukan.
 Dalam hal ini digunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin serta literatur pendukung yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
 yaitu materi kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dan pengaruhnya terhadap kepatuhan badan/pejabat TUN. Selain itu, digunakan juga pendekatan perbandingan hukum guna membandingkan suatu sistem hukum tertentu dengan sistem hukum tertentu lainnya mengenai kedudukan peradilan TUN juga terkait mengenai pelaksanaan eksekusi putusan TUN di Negara Perancis, Belanda, dan Jerman. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang kesemua data tersebut kemudian melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara deskritif.
D. Pembahasan
1. Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Inkracht Tidak Dipatuhi Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

Pemerintah Indonesia sebagai besturen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, kadang-kadang bertindak melebihi wewenang yang ada padanya, bahkan tidak jarang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Dalam kaitannya dengan tindakan administrasi pemerintah, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Adapun pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Keberadaan PTUN merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, di samping jalur pengawasan administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintah sendiri. Oleh karena itu, PTUN memberikan landasan pada badan yudisial untuk menilai tindakan badan eksekutif, serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada warga negara. Terbentuknya suatu badan peradilan yang diberi kekuasaan mengadili terhadap para pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang pemerintahannya dengan melanggar hak-hak warga negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya tersebut merupakan langkah yang maju dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum.
 

Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum di beberapa negara dalam hal ini Negara Perancis dan Jerman menunjukan bahwa kedua negara tersebut, kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum. Di Perancis misalnya, sistem Peradilan TUN berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum, bahkan tidak termasuk dalam lingkungan kekuasaan yudikatif. 
Struktur Peradilan TUN di Perancis berpuncak pada Conseil d’etat, yang merupakan institusi seperti Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia dalam UUD 1945 (naskah asli), tetapi dengan kewenangan yang amat luas baik di bidang administratif maupun peradilannya. Kesatuan yurisprudensi dalam Hukum Administrasi Negara di Perancis diperoleh melalui arrest-arrest atau putusan-putusan Conseil d’etat di bidang Peradilan TUN. 

Di samping eksistensi Conseil d’etat sebagai puncaknya, daerah-daerah di Perancis juga terdapat lembaga Tribunal Administratif, yaitu Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Putusan-putusan di tingkat Tribunal Administratif, yang di seluruh Perancis terdapat 25 Tribunal Administratif, dapat dimohonkan banding (appel) kepada Conseil d’etat yang berkedudukan hukum di Paris.  Conseil d’etat maupun Tribunal Administratif memiliki dua fungsi atau peranan ganda, yaitu sebagai lembaga penasihat pemerintah dan sekaligus sebagai lembaga peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan oleh Conseil d’etat maupun Tribunal Administratif bersifat preventif (penasihatan kepada pemerintah) dan represif (pengujian keputusan administratif). 

Apabila melihat Negara Jerman, menunjukan bahwa sistem yang berlaku di Jerman ini cukup kompleks, karena Jerman tidak termasuk dalam kelompok yang menerapkan “unity of yurisdiction” seperti halnya dengan negera-negara Anglo Saxon, tetapi Jerman juga tidak sepenuhnya sama dengan sistem Perancis yang menerapkan sistem “duality of yurisdiction” yaitu yang hanya membedakan antara struktur Peradilan Umum di satu pihak dan struktur Peradilan Administrasi di lain pihak yang terpisah sama sekali. Sistem Jerman dapat dikatakan tidak termasuk dalam kelompok dualitas peradilan ataupun yang tunggal (unity), tetapi menunjukkan adanya pluralitas peradilan, yaitu beraneka ragam struktur organisasi peradilan yang kesemuanya itu termasuk di dalam satu Kekuasaan Kehakiman (judicial power). Di negara tersebut dikenal badan-badan peradilan umum, peradilan perburuhan, peradilan administrasi, peradilan pajak, dan peradilan masalah-masalah sosial.

Dalam sistem yang berlaku di Jerman kedudukan Peradilan Administrasi (Verwaltungsgericht) cukup kuat dan menerapkan juga teori-teori hukum administrasi yang pada prinsipnya sama dengan di Perancis sehingga benar-benar dirasakan sebagai pelindung hak-hak rakyat terhadap Pemerintah.

Adapun di Belanda, meskipun tidak ada lembaga PTUN yang mandiri terpisah dari peradilan umum seperti di Prancis. Di Belanda dikenal dua fase proses penyelesaian sengketa yaitu administrative review dan judicial review, dua fase inilah yang disebut sebagai peradilan tata usaha negara.

Baik di Prancis maupun di Belanda puncak dari sistem peradilan tata usaha negara bukan kepada Mahkamah Agung, tetapi kepada dewan negara (eksekutif) atau setidaknya ke lembaga yang dikhususkan untuk itu jadi prinsip rechtsstaat yang berkarakter administraif sangat menonjol.

Secara historis, peradilan tata usaha negara Indonesia sepenuhnya menjiplak peradilan tata usaha negara Belanda sebagai mana diatur dalam “Wet AROB” yang berlaku pada saat itu walaupun setelah beberapa tahun kemudian peradilan Wet AROB dibubarkan karena telah diberlakukannya Algemene wet bestuursrecht (AWB) yang berlaku sampai sekarang.
 Dengan demikian, menunjukan bahwa sistem peradilan tata usaha negara Indonesia masih menganut sistem peradilan tata usaha negara Belanda yang lama. Pembentukan PTUN didasari atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 
Fungsi kontrol lembaga yudisial yang dilaksanakan oleh PTUN terhadap tindakan pemerintah sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004). Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government), dengan adanya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) sebagai batu uji untuk menguji keabsahan suatu tindakan pemerintah disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PTUN berwenang untuk memeriksa setiap sengketa tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Apabila suatu KTUN telah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif atau gugatan di PTUN. Selain KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, terdapat juga objek yang dapat disengketakan di PTUN, yaitu KTUN yang bersifat fiktif negatif.
Peradilan tata usaha negara (PTUN) dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai suatu peradilan atas tindakan dari pemerintah/penguasa atau overheid yang dikenal dengan istilah onrechtmatige overheidsdaad yaitu yang menyangkut pada tindakan-tindakan: pertama, tindakan pemerintah/overheid itu melampaui batasbatas kekuasaan (exes dupouvoir). Kedua, tindakan pemerintah itu merupakan penyimpangan kekuasaan (detournement de pouvoir). ketiga, tindakan pemerintah itu merupakan penyalahgunaan wewenang (abus de droit).
 Ketiga bentuk tindakan inilah yang menjadi fokus dari pengadilan tata usaha negara dalam melaksanakan fungsinya.

Walaupun secara normatif penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Peradilan TUN dianggap “telah ideal” ditandai dengan telah dilakukan perubahan sebanyak dua terhadap UU Peradilan TUN, termasuk dengan dimasukan sanksi berupa upaya paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif bagi badan/pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan hakim. Namun kenyataannya di lapangan, banyak putusan hakim PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak bersifat eksekutorial. Putusan hakim PTUN yang eksekutorial adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta dipatuhi oleh badan/pejabat TUN yang bersangkutan. Dalam Pasal 115 UU PTUN bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi.
Namun demikian,  sesuai kenyataan yang ada saat ini, eksistensi PTUN masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini merupakan suatu fakta memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat memberi jaminan bagi para masyarakat pencari keadilan di bidang administratif pemerintahan. Hal yang bisa dibayangkan apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah.

Pelaksanaan putusan PTUN pada hakikatnya menggunakan prinsip asas contrarius actus yang berarti bahwa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin berhak juga mencabut izin tersebut.
 Sehubungan dengan penggunaan asas tersebut, maka terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat dilakukan, yakni: (i) pejabat tergugat melaksanakan putusan berarti secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan (ii) pejabat tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di dalamnya berisi kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Mengenai eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipengaruhi oleh sistem floating execution. Artinya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang, tanpa adanya kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara menjatuhkan sanksi.
 Selain mengatur pelaksanaan eksekusi otomatis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengatur mengenai pelaksanaan putusan PTUN melalui “eksekusi hierarkis” Pasal 116 ayat (3) mengatur bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan berupa pencabutan atau penerbitan KTUN baru, maka penggugat bisa mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan tersebut. Kemudian, apabila tergugat tetap tidak melaksanakan perintah dari Ketua Pengadilan, maka instansi atasan tergugat harus memerintahkan agar tergugat pejabat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apabila pejabat tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Ketua Pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut agar melaksanakan putusan pengadilan. 

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menekankan pelaksanaan putusan PTUN pada rasa self-respect dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (dwang middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (7) tersebut. Berdasarkan jenis eksekusi tersebut, timbul pertanyaan bagaimana budaya hukum pejabat tata usaha negara yang terbentuk di dalam praktik pelaksanaan putusan PTUN? Adanya pembangkangan hukum tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pejabat pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN masihlah rendah. 
Prildy Nataniel memaparkan bahwa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak adanya sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap putusan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan juga disebabkan tidak adanya jaminan kepentingan apabila mereka menaati hukum.
 Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin apabila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Hal-hal inilah yang kemudian membentuk budaya hukum yang buruk dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan PTUN tidak dapat berjalan dengan optimal.
Apabila pejabat TUN melaksanakan tugasnya bukan karena tugas negara, maka pertanggungjawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat TUN yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori kesalahan yang dikembangkan dari Yurisprudensi Counsil d’Etat yang membedakan kesalahan dinas (Faute de serve) dan kesalahan pribadi (Faute de personelle). Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi UU PTUN merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan kepastian hukum di bidang Tata Usaha Negara. Pada hakekatnya, supremasi hukum hanya dapat tercapai kalau Putusan hakim PTUN dapat dieksekusi.
2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Mewujudkan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yang Eksekutorial Agar Dipatuhi Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
Menurut Irfan Fachruddin bahwa masalah pelaksanaan putusan peradilan (executie) dalam lingkungan PTUN telah ada sejak berdirinya badan peradilan ini. Walaupun demikian sampai saat ini masih tetap menjadi masalah, dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi putusan. Dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan PTUN relatif rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa pada tahun 2004. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administrasi pemerintahan. 

Prinsip dibentuknya PTUN untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan yang mendasar putusan hakim PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN adalah putusan tersebut hanya bersifat sukarela, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan Badan/Pejabat TUN dalam proses eksekusi putusan. Dilihat dari substansi hukum, menunjukan bahwa penyebab putusan PTUN tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN yaitu karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara prinsip tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan TUN, sehingga dalam pelaksanaan putusan sangat tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat TUN dalam mentaati hukum.
Sulitnya eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan eksekusi putusan tersebut bersifat sukarela serta tidak adanya aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Walaupun di PTUN, telah ada Jurusita, akan tetapi peran dan fungsi Jurusita pada PTUN hanyalah sebatas menyampaikan pemberitahuan isi putusan pengadilan kepada Badan/Pejabat TUN, dan tidak mempunyai unsur pemaksaan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut, sebab objek yang dieksekusi tersebut berbeda dengan eksekusi putusan perdata (eksekusi riil) yang dapat dijalankan secara paksa oleh jurusita atas perintah Ketua Pengadilan. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh agar suatu putusan hakim PTUN dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN, di antaranya:

a. Optimalisasi penggunaan instrumen Hukum Administrasi
Penggunaan instrumen Hukum Administrasi dalam pelaksanaan putusan PTUN diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai beberapa upaya administrasi dalam pelaksanaan putusan PTUN berupa a. Penggunaan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative dan b. Pengumuman pada media massa cetak setempat serta pengajuan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Upaya administrasi di atas, dalam pelaksanannya masih belum efektif mengingat sampai saat ini belum ada regulasi khususnya yang mengatur mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal tersebut yang menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia, sehingga sangat wajar apabila Badan/Pejabat TUN jarang sekali mematuhi putusan PTUN. Oleh karena itu, kedepan agar putusan PTUN dapat dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN perlu dilakukannya optimalisasi penggunaan instrumen Hukum Administrasi yaitu dengan dibentuknya regulasi yang mengatur mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif, agar putusan TUN kedepan mempunyai kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pejabat atasan (Presiden) maupun lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) sesuai dengan kewenangannya agar berpartisipasi guna mewujudkan putusan PTUN yang eksekutorial.
b. Penggunaan instrumen Hukum Pidana
Menurut Alan Watson bahwa Legal Transplants atau Transplantasi Hukum adalah pemindahan peraturan hukum dari suatu negara ke negara lain, atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.
 Secara lebih sederhana, transplantasi hukum juga bisa diartikan sebagai sebuah proses transfer atau peminjaman konsep hukum antar sistem hukum yang ada.
 Dengan kata lain, sebagai proses dimana hukum dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara lainnya.
 Transplantasi hukum dalam segi gagasan, konsepsi, solusi, atau struktur institusi dan metode dari suatu negara ke negara lainnya telah menjadi kecenderungan atau bahkan kebiasaan dalam rangka proses pembangunan hukum di berbagai negara belahan dunia.

Penggunaan transplantasi hukum juga pernah dilakukan dalam praktek penegakan hukum pidana, dimana konsep Hukum Administrasi "dipinjam" ataupun diadopsi oleh Hukum Pidana. Misalnya konsep Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang (sebagai konsep HAN) diadopsi oleh hukum pidana ke dalam rumusan norma yang terdapat dalam UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Tipikor.

Dengan berdasar pada Teori Transplantasi Hukum, salah satu upaya yang tepat agar putusan PTUN dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN yaitu dalam pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN harus dilaksanakan secara paksa melalui penggunaan Hukum Pidana. Penggunaan hukum pidana dalam proses penegakan hukum perkara TUN sebagai langkah terakhir (ultimum remedium). Hal tersebut mengingat dalam praktik di lapangan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa kebanyakan putusan PTUN tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN berdasarkan itikad baik, walaupun telah ada sanksi administratif maupun pembebanan uang paksa (dwangsom).
Walaupun dalam hukum pidana telah ada ketentuan mengenai sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, termasuk dalam hal ini putusan PTUN. Oleh karena itu, kedepan agar terwujudnya suatu kepastian hukum dalam penanganan perkara TUN di Indonesia serta untuk menghindari ketidakpercayaan masyararakat (distrust) kepada lembaga peradilan, perlu adanya pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Peradilan TUN sebagai efek jera bagi Badan/Pejabat TUN yang tidak patuh untuk melaksanakan putusan PTUN dengan itikad baik.
E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Keberadaan PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai wujud dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak masyarakat, Namun, hal tersebut tidak tercapai karena putusan PTUN dalam praktiknya tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN dengan alasan putusan TUN hanya bersifat sukarela. Selain itu, penyebab putusan PTUN tidak dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN yaitu karena Undang-Undang Peratun serta peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah upaya paksa putusan Pengadilan TUN, sehingga dalam pelaksanaan putusan sangat tergantung pada itikad baik Badan/Pejabat TUN dalam mentaati hukum. 

b. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan putusan hakim PTUN yang eksekutorial agar dipatuhi oleh Badan/Pejabat TUN, diantaranya: a) Optimalisasi penggunaan instrumen Hukum Administrasi, baik itu penggunaan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif, maupun peranan pejabat atasan (Presiden) atau lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan putusan PTUN yang eksekutorial. b) Penggunaan instrumen hukum pidana sebagai hasil transplantasi hukum merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila penggunaan instrumen hukum administrasi seperti pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN agar terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara TUN di Indonesia serta untuk menghindari ketidakpercayaan masyararakat (distrust) kepada PTUN.
2. Saran
a. Pemerintah agar segera menyusun peraturan perundang-undangan regulasi yang mengatur mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif. Mengingat sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga mengakibatkan tidak dipatuhinya putusan PTUN oleh Badan/Pejabat TUN. Selain itu, pejabat atasan (Presiden) atau lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya agar berpartisipasi guna mewujudkan putusan PTUN yang eksekutorial, sehingga kedepan putusan PTUN mempunyai kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Pemerintah dan DPR agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memasukan sanksi pidana sebagai efek jera bagi Badan/Pejabat TUN yang tidak patuh untuk melaksanakan putusan PTUN dengan itikad baik agar terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara TUN di Indonesia.
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